
TANGC,UNGJAWAB KORPORASI (CORPO-

RATE RESPONSIBILITY DAN LIABILITY)

DALAM PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN

Sukanda Husin. SH., LL.M„ dan Yandnza, SH

Abstrac :
The enactment of the Act No. 23 of 1997 concerning the Management of the Envi-

ronmenr has changed the old paradigm of criminal law, embracin societas/uni-

versitas delinquere non potest. The Act stipulates corporate criminal}iability, which

means that cnminal sanctions are not only burdened upon an operator but also on

thecompatt)' itself In addition, the criminal sanctions can be imposeda ainstthe

corporate Jactua) leader as well as intruction givers if the occurance o environ-

mental degradation and pollution has be proven to resultfrom the activities of the

and [the occurance of pollution ts accepted as a company pol!cy:

ity, Sanksi Pidana

ndang-Undang No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
membebani setiap subjek hukum dengan
ke.vaJitnn tanggungjawab untuk mencegah

terjadinya pencemaran dan perusakan

Juga merupakan subjek hukum, juga dibebam
dengan tanggung Jawab untuk menctah
terjadinya pencemaran dan perusa an
lingkungan hidup.2

perusa • n lingkungan hidup dianggap
sebagai bagian dari tan ab sosial
perusahaan (Corporate
try).' Persepsiseperti ini perlu dipegangerat-
erat oleh Demilik dan

baik dari publik, seperti boikot dan tekanan
publik dari masyarakat setempat yang makin
lama makin peduli dengan lingkungan,4

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Negara Republik

In"esia Tahun 1997 Nomot 3699.
2 Siti Sundari Rangkut'. Hukunt Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Airlangga

Untverstty Press. Surabaya: 1996. Hal, 251; Lihat juga NHT Siahaan,Ekol 
g

i 
elestarian. 
Pembangunandan 

Pengeldam 
Hukum

unTwa Ungkungan. Penetbtt Eriangga. Jakarta: 1986. Hal. 208: Ntmek Suparn

Penegakan Hukum Ongkungan. StnarGrafika. Jakarta: 1992. Hal. 182.

3 Lihat Mas Achmxf Santosa. "Tangung Jawab Lingkungan Perusahut," (1988) XVIII: 6 Hukum
Pembangunan 530, Hal, 350.
4 Ibid.. Hal. 551-552.
5 Loebby Loqman. Pi&na Pemidanaan. Cetakan Pertama, Penerbit Datacom. Jakarta: Hal.
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maupun dari negara. berupa penjatuhan
hukuman ptdana sebagai akibat adanya suato
hubungan fundamental atau intrinsic (poena
malum passioms. guod infligitur ptopter

Penjatuhan sanksi pidona terhadap
pencetnar dan petusak lingkungan hidup dari
sisi hubungan antara negara dan masyarakat
adalah satu:at diperlukan karena tujuannya
adalah untuk tnenyelatnatkan masyarakat dan
litik.'k•ungan hidup dari perbuatanjahat (social

Secara khusus penghukuman
dimaksud bertujuan untuk: (l) mencegah
terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak
dikehendaki atau Ftt»uatan yang salah; dan (2)
mengenakan penderitaan atau pembalasan
yang layak kepada si pelanggar.'

-lx•ngan berlakunya Undang-Undang No.
23 Tahun 1997, kedudukan kotporasi sebagai
subjek hukum dalam hukum lingkungan
semakin jelas, terutama yang menyangkut
dengan perusahaan (cor-
porate liabillty) dalam hukum pidana
lingkungan, Undang-Undang ini merubah
paradigma hukum pidana yang semula
menganut azas societas/universltas• delinquere

non potest. 9 Undang-Undang No. 23 Tahun

1997 flE'tnungkinkan penjatuhan sanksipidana terhadap korporasi termasuk
pcrusahaan atau pemberi perintah laiPnl
der giver) dalam lingkungan perusahaan biúterjadi pencemaran dan perusakan 

lingkunganoleh petusahaan yang dipimpinnya.
Semeniak berlakunya Undang-Undang

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2003ada 13 kasus pidana lingkungan yang'disidangkan dan diputuskan oleh bebera
pengadllan negeri di Indonesia.i0 Dari
kasus tersebut, hanya satu kasus yang
berdasarkan pcrtanggungjawaban korporasi

Kalau putusan-putusan di atas dijatuhkar;
berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun
1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup (undang.
undang lama), putusan-putusan di atas tentu
tidak mangagetkan karena Undang-Undan
No. 4 Tahun 1982 belum mengena
tanggungjawab korporasi. Tapi karena,
putusan-putusan di atas di iatuhkan berdasartan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, tentu
sangat mengherankan karena Undang-Undang
ini memiliki ancaman hukuman yang sangat
berat. 1

5 Loebby Loqman, Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Perlama, Penerbit Datacom, Jakarta: 2002, Hal.

12
6 Muladi dan Barda Nawawi, Teori•Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung: 1984,

Hal. 92. Baca juga Richard A. Wasserton, "Punishment and Responsibility," in Rudol h J. Gerbcrdan Patrick

D. McAnany, Eds., Contemporarv Punishment: Views, Evplanations, And Justi Ications, University of

Notrv Dame Press, Notre Dame: 1992, Hal. 19.

7 Ini merupakan pendapat H. L. Packer yang dikutip olch Muladi dan Barda Nawawi, ibid. Hal 6.

Menurut Packer tujuan penghukuman adalah: ( I ) the prevention ofcrime or undesired conduct oroffending

conduct: dan (2) the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing.

8 Pada masa berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, tanggungjawab perusahaan (corporate

responsibility dan Liabilitv) belum dirumuskan secara komprehensif. Baca Sukanda Husin, "Perubahan

Mendasar dalam RUU Lingkungan Hidup: Suatu Studi Komparatif," ( 1997) IV:6 Jurnal Hukum Yustisia 23.

9 Azas ini berarti bahwa badan hukum/perkuntulan tidak dapat melakukan tidak pidana. Oleh karena

itu badan hukum/perkumpulan tidak dapat dijatuh an sanksi hukum pidana. Lihat Muladi, Penerapan

Tanggung Jawab Korporasi dalant Hukum Pidana, Makalah yang disajikan pada Lokakarya Hukum

Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Bagi Para Hakim Agung dan Haklm Tinggi, Jakatta, 31 Juli

2002, Hal. I. Lihat juga Mas Achmad Santosa, Good Governance Hukum Lingkungan, Indonesian Center

For Environmental Law "(ICEL). Jakarta: 2001 , Hal. 243; dan Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidan

di Bidang Perekonomian, Penerbit Datacom, Jakana: 2002, Hal. 30.

IO Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), Penegakan Hukum Lingkungan Terintegrasi:

Konse & langkah.langkah Pengaktualisasian, Indonesian Center ForEnvironmental Law

ll Lihat Pasal 41 Ayat I dan Pasal 42 Ayat I Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup.
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Kekecewaaan banyak pakar hukum

lingkungan diungkapkan dengan sederetan

alasan, msalnya suatu studi mengatakan 
hukum
bahwa

uan penegak hukum terhadap 

ing ungan masih sangat lemah sehingga

keputusan pengadilan tidak memberikan rasa

keadilan kepada masyarakat. Disamping itu,

tidak adanya persamaan persepsl antara

sesama penegak hukum merupakan faktor

penyebab lam lahirnya keputusan yang
menzecewakan itu. I

Makalah ini bertujuan untuk
mengeksplorasi tan}}
(corporate responsi i i

lingkungan hidup berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan

hidup. Disamping itu, makalah Ini
dimaksudkan untuk mengungkapkan
pertanggungjawaban pidana korporasi (corpo-

rate criminal liability) dari suatu perusahaan

bila pelaksanakan aktivitasnya menyebabkan

terjadinya pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.

Il. Tanggungjawab Perusahaan Dalam

Hukum Lingkungan
Berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan yang berlaku

saat ini, ada sepuluh tanggungJawab perusahaan

dalam makalah ini.

Ber asarkan Pasal 15 Ayat (1) Jo Pasal

18 Ayat (l) Undang-Undang No. 23 Tahun

1997, setiap usaha dan atau kegiatan yang

dapat menimbulkan dampak besar dan penting

terhadap lingkungan hidup wajib memilikl
analisis mengenai dampak lingkungan
(ANDAL)

Peraturan pelaksana Amdal dapat
ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 27

Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1999, pemilik
kegiatan yang bakal menimbulkan dampak

penting wajib membuat ANDAL, RKL dan
kPL. balam hal, sebuah perusahaan telah
membuat ketiga dokumen tersebut, ini tidak
berarti bahwa kewajibannya telah terpenuhi.
Ketiga dokumen ini hanya menjpakan prasyarat

untuk mendapatkan izin. Olehkarena itu, bila
perusahaan telah beroperasi, dia wajib
memenuhi kewajiban-kewajiban yang tenera
dalam dokumen RKL dan RPL.
2.Tanggunpawab Berdasarkan PPNo. 82

Dokumen RKL berisikan tindakan-
yapg akan

pengelolaan ini merujuk kepada beberapa
peraturan perundang-undangan lingkungan
hidup. Misalnya, bila dalam pengoperasm
keglatannya, perusahaan tersebut
mengeluarkan limbah cair, maka limbahnya
tersebut hams memenuhi standar yang terdapat

dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun
2001.
3.Tanggungjawab Berdasarkan PP No. 41

Tahun 1999
Bila kegiatannya mengeluarkan emisi,

maka emisinya harus sesual denzan standar
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

No. 41 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri

Sumber Tidak Bergerak.
Dalam hal kegiatan perusahaan

menimbulkan pencemaran kebrsingan, maka

kebisingan yang dihasilkan tidak boleh melebihi

standar kebismgan yang dietapkan dalam
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. tentang Baku
Tingkat Kebisingan.

Bila kegiatan perusahaan menimbulkan

getaran, maka getaran tersebut tidak boleh
melebihi standar yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

No. Kep-49/MENLW11/1996 Baku

Trngkat Getaran.

12 Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), op. cit., Hal. 2.

13 Untuk diskusi dan penjelasan yang komprehensif tentang ini dapat dibaca dalam: Sukanda Husin,

"Pengaturan Pencegahan Pencemaran Udara di Indonesia, (2003) XXI: 3, Pro Justisia 86, Hal. 91-94.
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Bila kegiatan perusaijaan mcnnnbuikan
bau, maka pencemaran bou terscbut tid;tk

meleblhi standar

No, tentang Baku
Tingkat Kebauan.
4. Tanggungjawab Berdasarkan No. 18
'I'ahun 1999

Sedangkan bila perusahaan
mcrnpcrgunakan atau menghastlkan hmbah
bahan berbahaya dan beracun dajam proses
moduk.qnya. maka peru€åihaan harus nw•matuhi
ketentuan-ketentuan sebagatrnana djatur dalam
Peraturan Pemenntah No. 1 8 'I'ahun I yang
kernudlan dirubah (k•ngan Peratutan Perrw•nntah
No. 85 Tahun 1999.

Perusahaan tldak dibenarkan melakukan
impor limbah bahan berbahaya dan beracun.
Seandainya memang (Ijperlukan, pengirnporan
dapat dilakukan setelah mendapat 'Zin dari

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997 dan Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1999 yang kernudjan
dirubah dengan Peraturan Pernerintah No. 85
Tahun I C").

6.'i'onkk1jngjnwgi) ootuk MeiakokønAu.
dit I .ingkungnn

satik%i ijd'jijnj€traqi. gebaiknya perugahaon
harun metnatuhi semua kctcntuan Yang tcjah
dturatkan di atas, Untuk mengetahui tingkat
kepatuhan tcrhadap peraturan pcrundang.
undangnn. pcnnahaan sebainya mciakukan
Audit Iungkungan, Audit lingkungan 9erti
ini sccara akademis dikenal dengan audit
lingkungnn sukareia (voluntary envøonmen.
tal audil),

7. Tanggungjawab Untuk Mengekk
Limbah

Penanggung jawab usaha/kegiatan hann
melakukan pcngelolaan hmbah hasll usahul
kegiatan sebclum limbah tersebut dibuang ke
media hngkungan sebagairnana (Ijatur dalam
Pasal 16 Ayat (l) Undang•Undang No, 23
Tahun 1991.

dan Mematuff?flnawab 
Untuk Memiliki

Perusahaan tidak dibenarkan
limtnh kc ruxlia lingkunt•n kecuali btlacba
mengantongi iz.in pem uangan limbahyang
dikeluarkan Olch Menten Negara Lingkungm

5. Tangungjawab untuk Melakukan self Hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 20AyN

monitoring, selfrecording, dan selfreport- (l) dan (3).
ing Perusahaan harus mematuhi t*rsyaratan

Peraturan Pernerintah No. 27 Tahun 1999 dan kewajiban untuk melakukan upaya

mengharuskan pemilik kegiatan dan/atau usaha pengendalian dampak lingkungan setugatrtvø

untuk melakukan selfmonitoring. selftecord- teruang dalam inn usah;jkegiatan.
MematuN

inge selfreporting, dan pengawasan di sekitar 9. Tanggungjawab 
Bersumber 

Untuk 
Pada }lukum

fasilitas kegiatan dan/atau usaha. i4 Hasil dari Kewajiban Yang 

g
emantauan ini harus disampaikan secara Internasional

hams mematuhi
erkala kepada Pernerintah yaltu sckali enam Korporasi juga 

thilan. Ketentuan seperli ini dapatjuga ditemui Menteri Perindustrian dan Perdagangan Na

dalam Pasal 22 Peraturan Pemenntah No. 19 1 Tahun 1998 sebagaimana diamendir

Tahun Pengendalian Pencemaran den 
Peråagangan 

an Keputusan Mentcri Penndustrianu

dan/atau Perusa an Laut" dan Pasal 44 No. 410 Tahun 1998 bili

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 kegiatannya berhubungan dengan

tentang Pengendalian Pencemaran Udara. yo ozone.depleting substances (ODS .

Kalau kegiatan perusahaan berhubJngø

14 Pasal 32 "Peraturan Pemenntah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingk"

15 Peraturan Pernerintah No. 19 Tahun 1999 (entang Pengendahan Pencemaran dan/atau Pen»

16 "Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara".lzø"

17 Nurdan Hand, H.

stunty M. syahrjl dan Sukanda Hus,n. Vdara Bersih Hak Kita Pelangi. Jakarta: 2003. HAL Il'
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den an impor ODS, maka korporasi harus
tunåuk kepada Keputusan Menteri
Penndustnan dan Perdagangan No. I I I Tahun

1998 sebagaimana diamendir den an
Keputusan Menteri Perindustrian an
Perdagangan No. 411 Tahun 1998.18

10. Tanggunkjawab Melaksanakan Com-
munity-Based Development

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 butir c,
korporasi diwajibkan untuk melaksanakan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable De-
velopment) melalui program pembangunan
ang berorientasikan kebutuhan masyarakat
Community-Based Development).

lanjutnya kalau kita perhatikan Dua Puluh
Prinslp Pembangunan Berkelanjutan Yang
Berwawasan Ltngkungan, pemanfaatan
sumberdaya alam harus terbuka bagi

menuhan kebutuhan masyarakat adat dan
Kal, sena bagi usaha masyarakat kecil dan

19

Dalam Hukum

ertanggungawaban pidana (criminal
responsibility) secara umum diatur di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Dalam menetapkan pelaku tindak
pidana pada suatu peristiwa hukum, KUHP
menggunakan 4 elemen yaitu: (l) adanya
perbuatan pidana; (2) adanya orang yang dapat

kesengaiaan atau
adanya alasan pemaaf.

Elemen "perbuatan pidana" maksudnya
semua perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan perbuatan pidana ltu merupakan
petbuatanjahat,20 yang apabiladilanggar akan

18 Ibid.

mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana
sebagat mana diatur dalam hukum pidana
materil. Dalam konteks hukum lingkungan,
elemen perbuatan pidana harus berkaltan
dengan suatu fakta a akah kejadian
pencemaran lingkungan Kidup merupakan
sesuatu yang dapat dicegah atau tidak. Jika
perbuatan ltu dapat dicegah baik secara
ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan
tidak mencegah terjadinya pencemaran dapat
dikatakanperbuatan iahat. Oleh karena ltu,
perbuatan Ini dapat difiukum 21

Elemen "barang siapa", maksudnya adalah
siapa saja (individu) sebagai subjek hukum,
sebagai pendukung hak dan kewajiban dan
kepadanya tidak diberlakukan pengecualian
hukuan seperti yan ditentukan Pasal 44, 48,
49 dan 50kUHP. Bengertian "barang siapa
termasuk kedalamn Ya oran -orang yang
ditentukan oleh Pasal 55 dan KUHP yaitu:
orang yang melakukan (pleger), orang yang
menyuruh melakukan (doen pleger), orang

e
yang membujuk melakukan
ang yang membantu melakukan
(medeplechtiget).

Elemen kesengajaan atau kealpaan
merupakan faktor yang signifikan yang harus
dibuktikan di pengadllan. Elemen ini akan
nenentukan berat nngannya hukuman. Kalau
perbuatannya dilakukan dengan suatu niat tentu
hukumannya harus lebih berat daripada
perbuatan yang dilakukan karena suatu

Elemen terakhir "tidak adanya unsur
pemaaf' berkaitan dengan suatu keadaan
dimana pelaku sedang berada dalam suatu
tekanan. Jika pelaku berada dalam suatu

19 Mas Achmad Santosa, supra Catatan Kaki No. 9, Hal. 125. Lihat juga Owen Lynch and Emily

Harwell, Whose Natural Resources? Whose Common Good: Towards A New Paradigm of Environmental
Justice and the National Interest in Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta:

2002Hal.139
20 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungiawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar

Dalam Hukum Pidana, 1983, Hal. 79.
21 Sukanda Husin, National and International Laws For Heavy Industrial Air Pollution With Em-

phasis on the North American and Indonesian Regimes, LL.M. Thesis at Dalhousie University, Halifax,

N.S„ Canada: 1990, Hal. 220. Lihatjuga Sukanda Husin, "Peranan Hukum Pidana Dalam Memerangi Kejahatan

Lingkungan Di Indonesia," ( 1995) XXV:6 Hukum dan Pembangunan 501, Hal. 501.

22 Ibid
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tekanan majikan maka dia sebagai operator Menurut Kriteria Roling, 
korporasidapatdibebaskan dari tuntutan hukuman dan dapat dimintakan pertangžung jawabanbahkan penanggungjawaban pidananya dapat pidana (criminal responsi ilitv) apabilaperbuatan yang dilarang dilakukan 

dałamPengaturan kejahatan lingkungan secara rangka pelaksanaan tu as korporasi ataukhusus (hatur di dałam Undang-Undang No. untuk menca ai tujuan orporasi. Contoh23 Tahun IW7tentang Pengelolaan Lingkungan sebuah pabrię kimia dałam melaksanakan'Hidup. Undang-Undang ini merubah aktivitasnya membuang limbah kimia keparadłgma hukum pidanayang menganutazas media lingkungan. Pembuangan limbahsocietas/universitas delinquere non potes, 2 mana sangat erat kaitannya dengananinya bahwa yang dapat dihukum hanyalah pencapaian tujuan korporasi yaitu untukorang atau indłvidu. Berdasarkan Undang- mencari keuntungan. Oleh karenaitu,pabnk
Undang No. 23 Tahun 1997 korporasi dapat kimia dimaksud dapat dijatuhkan hukuman
dijatuhkan hukuman pidana apabila dałam atas perbuatan pembuangan limbah. Sifat
melakukan kegiatannya korporasi melanggar delik dałam tindak pidana korporasi adalah
ketentuan substantifsebagaimanadiaturdalam delik fungsional, yaitu delik yang berasal
Undang-Undang.25 dari ruang lingkup aktivitas ekonomi dan

Dengan berlakunya Undang-UndangNo. sosial dimana aktivitas dimaksud ditujukan
23 Tahun 1997, yang dapat dihukum adalah pada kelompok atau fungsionaris tertentu
semua orang sebagaimana diaturdalamPasal yang melanggar kewajiban tentang izin.
55 dan 56 KUHP, termasukjuga badan hukum Berdasarkan teon Kriteria Kawał Duri,
sebagaimana diatur dałam Pasał 46 dan 47 korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. apabila dipenuhl dua syarat. Pertama,
Pengeruan badan hukum disini adalah badan korporasi memiliki kekuasaan (power)baik

hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau secara dejure maupun secaradefactountuk

organisasi lain. Disamping badan hukum,or- mencegah atau menghentikan pelaku untuk

ang yang danat dihukum menurut Undang- melakukankegiatanyangdilarangolehundang-

Undang No. 23 Tahun 1997 adalah orang-or- undang. Kedua, korporasi menerimatindakan

ang yang memimpin perusahaan (factual pelaku (acceptance) sebagai bagian dari

leader) dan orang yang memberi perintah (in- kebijakan korporasi. 
terjadi 

Contoh, 
pada tahun 

kasus
1987

struction giver). Leeuwaarden yang 

Berdasarkan teori ilmu hukum pidana, dimana dałam kasus ini, montir pembersih

terdapat dua kriteria untuk menentukan tabung gas oksigen di sebuah rumah sakit

korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu menukar sambungan gas oksigen dengangas

Kriteria Roling dan Kriteria Kawał Duri lain. Ini
(iron wire). Kedua kriteria ini saling pasien di rumah sakit iłu. Karenaperbuatan

melengkapi satu sama lainnya sehinggadalam Iłu dilakukan sesuai dengan kebijakanrumah

menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak sakit, maka pengadilan menghukumrumah

pidana, kita sebaiknya menggunakan kedua- sakit karena telah melakukan tindak pidana

dua kriteria ini. korporasi.26

23
24 Mas Achmad Santosa, supra, Lihat Catatan Kaki No. 9, Hal. 243. Lihatjuga uraian tentang sistem

pertanggungjawaban korporasi dałam Rudy Satriyo, Kumpulan Diktat Mata Kuliah Perbandingan 
Hal. 30'

Hukum

Pidana, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta: 2002, 

25 Lihat RB. Budi Prastowo, "Aspek-Aspek Hukum Pidana Dałam Undang-Undang Nomor23

1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Beberapa Masalah),” (2003) XXI: 3 Pro Justitia 64, Hal•

71.

26 Mas Achmad Santosa, ibid., Hal. 244.

26
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Saksi pidana yang dapat dijatuhkan

terhadap Korporasi yang melakukan
cemaran dan perusakan lingkungan hidup

Qasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun

1997 adalah sanksi denda yakm sepertiga lebih

beratdari pelaku individual. Disamping pidana

denda, korporasi juga dapat dikenakan

tindakan tata tertib berupa:

I .Perampasan keuntungan yang diperoleh

dari tindak pidana; dan/atau

2.Penutupan seluruhnya atau sebagian

3 p
e
exaikan 

sahaan; 
akibat 

dan/atau
tindakpidana; dan/atau

4.Mewajibkan mengerjakan apa yang
dilakukan tanpa hak; dan/atau

5.Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

dan/atau
6.Menempatkan perusahaan di bawah

pengampuan paling lama tiga tahun.

Sanksi pidana juga dapat diiatuhkan
terhadap mereka yang memimpim korporasi

actual leader) dan yang memberi perintah
instruction giver) untuk melakukan tindakan

pidana lingkungan atau terhadap kedua-duanya
secara berbarengan.Sanks1 pidana yang
dijatuhkan terhadap mereka bukan karena
perbuatan fisiWnyata tetapi berdasarkan fungsi
lang diembannya di perusahaan atau

omorasi.27 Atas dasarpenimbangan itu,fac-
tual leader dan instruction giver diistilahkan
sebagaifimctionalperpetrator yang dianggap
sebagai physical Perpetrator yang dikenakan
ada sublek hukum natural person (badan
ukum).- Factual perpetrator juga bukan

merupakan pelaku penyertaan (participant)
dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 55 KUHP yang memberikan ancaman
hukuman pada

turut melakukan (med
membujuk (uiloker).

Untuk menentukan pertanggungjawaban
pidana (criminal liability) dart factual
leader, maka penentuaanya dapat digunakan
teori berdasarkan kriteria Slavenburg
sebagai berikut:

l. Pemimpin organisasi/korporasi
merupakan fungsionaris yang dapat
menghentikan atau mencegah perilaku pidana
(kedudukannya cukup kuat, baik secara de
jure maupun secara de facto).

2. Pemimpin tersebutmemahami bahwa
terdapat kemungkin yang cuku% bahwa
pelanggaran sangat mungkin terjadi.

IV. Sanksi Pidana
Berdasarkan Undang-Undang No. 23

Tahun 1997, ada dua macam delik atau
kejahatan yang dapat diancamkan kepada
pemberi perintah dan pemimpin korporasi yaitu
delik material (Administrative Independent
Crime) dan delik formal (Administrative De-
pendent Crime).

Delik materil (generic crimes) merupakan
perbuatan melawan hukum yang menyebabkan
pencemaran atau perusakan lingkunganper se.
Perbuatan melawan hukum sepertl itu tidak
hams dihubungkan dengan pelanggaran aturan-
aturan hukum admimstrasi, sehingga delik
materil ini disebutjuga sebagai Adnumstrative
Independent Crimes.

Delik formil (specific crimes) diartikan
sebagai perbuatan yang melanggar aturan-
aturan hukum administrasi. Oleh karena itu
delik formil dikenaljuga sebagai Administra-
tive Dependent Cnmes.

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam
Pasal 41 dan 42 UU No.23 vrahun 1997

crimes). Oleh karena itu, untuk membuktikan

Pasal 55 KUHP ini merupakan pelaku yary
baku 
adminismsi 

mutu 
seperü 
limbah 

Inn, 
atau 

baku 
emisi 

mutu 
dan

lin
digolongkan sebagai physicalperpetrator.

27 Mas Achmad Santosa, supra Catatan Kaki No. 9, Hal. 244.
28 Ibid.
29 Ibid.

301bid.,Hal.244-245.
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sebagainya.Persyaratan minimum dari
pembukuan del'k mi adaJah pcnccmaran per

Generic crime yang dilukukan dcngan
ycngaja dtancam denwt/Æidana pcn)ara pal-

sctinggi-unggmya
Rp Jika perbuatan sepcrti 'tu
nrnirnbulkan kematian, ancaman hukumannya
adalah 15 tahun penjara dan dcnda sebesar
Rp -tJntuk generic crime yang
dilakukan karena keJalaian, ancaman
hukumannya adalah tiga tahun n ara dan
denda setinggi-tinggmya Rp Bila
perbuatan Ini menimbulkan kematian,
pelakunya dapat diancam pidana penjara
selama-lamanya 5 tahun dan dcnda setinggi-

diatur dalam
Pasal 43 dan 44. Kedua Pasal ini
mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan
admmistrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana
kepada pelakunya. Specific crime yang
dilakukan dengan sengaja diancam den an
pidana penjara selama-lamanya 6 tahun an
denda maksimum sebesar RD 300,000,000.
Specific crime yang dilakukan karena kelalaian
diancam pidana penjara paling lama 3 tahun
dan denda paling tinggi sebesar

V. Penutup
Baik tanggungjawab perusahaan (corpo-

rate responsibility) ma u pun
pertanggungjawabab pidana perusahaan (cor-
porate croninal liability) telah cukup Jelas
diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang lingkungan hidup, terutama sebagmrnana

vang diatur dalam Undang-Undang No. 23
Tahun 1997. Menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ada sepuluh tan n
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